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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT
atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, schingga
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan
Agama Prabumulih dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2019 yang
meliputi bidang teknis yustisial, pembinaan sumber daya
manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, dan
teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, serta
pengawasan internal

Disamping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan,
laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pimpinan Pengadilan
Tinggi Agama Palembang, agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna
pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang
berkepentingan.

Tentu saja, dalam pembuatan laporan ini kami telah berusaha seobyektif mungkin,
akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangan dan faktor-faktor subyektif yang
mempengaruhinya. Oleh karena itu kami berharap saran/kritik dan koreksi dari semua
pihak terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran
Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan
ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang
telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan
laporan ini.
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BAB|1 PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan satuan kerja setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua
rangkaian kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun
anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan
lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah rencanakan serta dicanangkan pada awal tahun
anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun

berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk
menyusun berbagai keputusan dan kebijakan yang diperlukan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas guna menunjang tugas pokok

dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas
pelaksanaan kegiatan dalam setahun. Hal ini menjadi salah satu upaya sebuah institusi
berpartisipasi mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Salah satu
perkerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini merupakan salah satu bentuk
manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah
dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional,

tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya.

Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-
langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Tahunan yang disusun secara hierarki

merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah

langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
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A. Kebijakan Umum

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan Agama.

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito

atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
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7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

8. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan Pasal
49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Prabumulih merupakan pengadilan di
tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan
berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Prabumulih didirikan
berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
tanggal 26 April 2016 yang diresmikan Operasional nya oleh Ketua Mahkamah Agung
Pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Prabumulih merupakan Pengadilan
Tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang

berjarak sekitar 96 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu kota Palembang.

Saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih meliputi wilayah 6
Kecamatan diantaranya Kecamatan Prabumulih Barat dengan luas wilayah 61,34 Km?
, Prabumulih Timur dengan luas wilayah 134 Km? , Kecamatan Cambai dengan luas
wilayah 58,96 Km? * Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan luas wilayah 72,34
Km? , Kecamatan Prabumulih Utara dengan luas wilayah 11,04 Km® dan Kecamatan
Prabumulih Selatan dengan luas wilayah 96,78 Km® sehingga jumlah keseluruhan
Luas Wilayah Kota Prabumulih 434,46 Km? dengan jumlah penduduk 181.579 jiwa,
Pengadilan Agama Prabumulih berkedudukan di Kota Prabumulih, dengan alamat di
Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota
Prabumulih, Telepon: 0713 - 3311680 Faks: 0713 - 3311680 Website: pa-
prabumulih.go.id dan Email: pa.prabumulih(@gmail.com. Adapun kondisi obyektif
Kotamadya Prabumulih yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan

Agama Prabumulih sebagai berikut :
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1. Luas dan batas - batas wilayah

Secara administratif Kotamadya Prabumulih luas wilayahnya 434,46 Km?’

dengan jarak radius Pengadilan Agama Prabumulih dari tempat kedudukannya

berbatasan :

Sebelah Utara : | berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah

Abang, Kabupaten Muara Enim.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang,
Kabupaten Muara Enim.

2. Wilayah Hukum (Yurisdiksi)
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B. Visi dan Misi

C.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Prabumulih. Visi Pengadilan Agama Prabumulih mengacu pada visi Mahkamah

Agung, yaitu “Tewujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk
mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan

misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah :

l. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.

Kebijakan Mutu

Pengadilan Agama Prabumulih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas dengan berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan pemenuhan
persyaratan ISO 90001:25 serta senantiasa melakukan peningkatan SDM guna

meningkatkan kinerja berkelanjutan dengan cara:

1. Menyediakan layanan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan aplikatif

sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan peradilan guna meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Prabumulih.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbagai jenis layanan peradilan di

Pengadilan Agama Prabumulih.
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BAB Il KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama
1). Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a). Sisa Perkara Tahun 2018
Sisa perkara tahun 2018 di Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebanyak

25 perkara, terdiri dari 25 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan.

b). Penerimaan Perkara Tahun 2019
Penerimaan perkara pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Prabumulih
mengalami peningkatan dari tahun 2018. Pada tahun 2019 diterima sebanyak
423 perkara, sedangkan tahun 2018 sebanyak 40 Perkara. Dengan demikian
telah terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 383 Perkara atau meningkat
sebanyak 957,5 %.

Tabel 2.1 : Jumlah Penerimaan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019

No Bulan Jumlah Tahun 2018 Jumlah Tahun 2019

1 Januari 0 57
2 Februari 0 27
3 Maret 0 40
4 April 0 33
5  Mei 0 27
6  Juni 0 35
7  Juli 0 40
8  Agustus 0 39
9  September 0 27
10  Oktober 0 35
11  November 20 41
12 Desember 20 22

Jumlah : 40 423
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Dalam penerimaan perkara pada Tahun 2019 tersebut, dapat diuraikan

penerimaan perkara menurut kelompok perkaranya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 : JumlahPenerimaan Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2019

Gugatan (Pdt.G) Permohonan (Pdt.P)
No Bulan Jumlah

Diterima Tahun 2019 Diterima Tahun 2019
1 = Januari 45 12 57
2 | Februari 20 7 27
3 Maret 31 9 40
4 | April 27 6 33
5  Mei 19 8 27
6 | Juni 34 1 35
7 Juli 32 8 40
8 | Agustus 30 9 39
9 | September 23 4 27
10 | Oktober 32 3 35
11 = November 35 6 41
12 | Desember 14 8 22
Total : 342 81 423

2). Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun
2019 adalah sebanyak 6perkara, sedangkan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 0
perkara.

Dari perkara banding tersebut, sebanyak 5 Perkara telah selesai, yaitu 1 perkara
yang putusannya tidak dapat diterima di tingkat banding, 1 perkara dicabut, 1 perkara
yang belum dikirim ke Tingkat Banding dan 3 perkara yang putusannya dikuatkan di
Tingkat Banding.

Berikut adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan Banding Tahun 2019
pada Pengadilan Agama Prabumulih :

Tabel 2.3 : Keadaan Perkara Banding Tahun 2019

Jumlah Penyelesaian Banding
No | Tahun Perkara Cabut . ' Tidak g;lg:i
Banding Dikuatkan | Dibatalkan Diterima

1 2019 6 1 3 - 1 1




EFARORANETAHUNAN 2019 _

PENGADICANAGANATRRABUNULIH

3). Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang dimohonkan Kasasi pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun
2019 adalah sebanyak 2 Perkara, sedangkan pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama
Prabumulih tidak ada pengajuan perkara Kasasi. Dengan demikian, perkara yang
dimohonkan Kasasi Tahun 2019 terjadi peningkatan dibandingkan pada Tahun 2018.

Berikut adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan Kasasi Tahun 2019 pada
Pengadilan Agama Prabumulih :

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2019

Jumlah Penyelesaian Kasasi Belum Persentase
No | Thn | Perkara | Cabut ) ) Tidak S:leusai Penyelesaian
Kasasi Dikuatkan | Dibatalkan Diterima (%)
1 | 2019 2 - - - - 2 0%

4). Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara yang dimohonkan PK pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019
adalah sebanyak 0O Perkara, hal tersebut juga terjadi di Tahun 2018, dimana
Pengadilan Agama Prabumulih tidak ada perkara yang dimohonkan PK. Dengan
demikian perkara yang dimohonkan PK Tahun 2019 pada Pengadilan Agama
Prabumulih tidak terjadi peningkatan dibanding Tahun 2018.

Berikut adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan PK Tahun 2019 pada

Pengadilan Agama Prabumulih :

Tabel 2.5 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)Tahun 2019

Jumlah Penyelesaian PK Belum Persentase
No Thn Perkara Cabut Dikont Dibatalk Tidak Selesai Penyelesaian
PK 1kuatkan 1batalkan 0. (%)

1 2019 0 - - - - - 0%
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B. Penyelesaian Perkara

1). Jumlah Sisa Perkara yang di Putus
Banyak perkara yang diterima sepanjang Tahun 2019 adalah 423 Perkara.

Sementara sisa perkara Tahun 2018 yang belum terselesaikan adalah sebanyak 25
Perkara, sehingga total perkara yang ditangani Pengadilan Agama Prabumulih pada
Tahun 2019 berjumlah 448 Perkara (423 + 25). Dari jumlah perkara tersebut
Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan 430 Perkara, sehingga masih

menyisakan sebanyak 18 Perkara (448 - 430) lagi pada akhir Tahun 2019.

Tabel 2.6 : Keadaan Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2019

Keadaan Sisa Bulan Januari - Bulan Desember (Tahun 2019)

No Jml
Perkara 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. | Diterima 25 57 27 40 33 27 35 40 39 27 35 | 41 | 22 | 423

2.  Diputus - 35 41 25 48 33 26 36 28 37 43 33 45 430

Sisa 2019 18

2). Jumlah Perkara yang di Putus Tepat Waktu
Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Prabumulih pada Tahun 2018

berjumlah 40 perkara (37 + 3). Dari jumlah perkara tersebut Pengadilan Agama
Prabumulih telah menyelesaikan 15 perkara, sehingga masih menyisakan sebanyak
257 Perkara (40 - 15) lagi pada akhir Tahun 2018. Pada tahun 2019 Pengadilan
Agama Prabumulih menerima perkara sebanyak 423 perkara ditambah sisa tahun
2018 sebanyak 25 perkara, sehingga di tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih
memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 448 perkara. Dari jumlah perkara

tersebut dapat diselesaikan sebanyak 430 perkara atau sebesar 95,98%, sehingga sisa

perkara Tahun 2019 sebanyak 18 perkara
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Tabel 2.7 : JumlahPenyelesaian Perkara Tahun 2018 danTahun 2019

No Bulan Jumlah Tahun 2018 Jumlah Tahun 2019
’ _
ﬂ_
ﬂ_
ll_
n_
ﬂ
[ s

Dalam penyelesaian perkara pada Tahun 2019 tersebut, dapat dirinci

penyelesaian perkara menurut jenis perkaranya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8 : JumlahPenyelesaian Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun2019

No Bulan Gugatan (Pdt.G) Permohonan (Pdt.P) Jumlah
Diputus Tahun 2019 Diputus Tahun 2019

1  Januari 29 6 35
2 | Februari 28 13 41
3  Maret 20 5 25
4 | April 39 9 48
5 Mei 25 8 33
6 | Juni 25 1 26
7  Juli 29 7 36
8  Agustus 22 6 28
9  September 31 6 37
10 = Oktober 37 6 43
11 November 31 2 33
12  Desember 33 12 45
Total : 349 81 430
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3). Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih memeriksa dan mengadili
perkara sebanyak 448 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 6 perkara
mengajukan upaya hukum Banding, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya
Banding sebanyak 442 perkara (448 - 6) atau sebesar 1,34%.

Perkara yang dimohonkan Kasasi pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun
2019 adalah sebanyak 2 Perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya
Kasasi sebanyak 446 perkara (448 - 2) atau sebesar 0,45%.

Perkara yang dimohonkan PK pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019
adalah sebanyak 0 Perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi

sebanyak 448 perkara (448 - 0) atau sebesar 0%.

4). Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi
Perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2019 di Pengadilan Agama
Prabumulihsebanyak 7perkara.Kurangnya perkara yang berhasil di mediasi

disebabkan tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Prabumulih.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2018
tanggal 24 Oktober 2018 perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditas Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat
Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor W6-
A12/271.a/0T.01.3/V1/2019 perihal Struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada
Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:
4733/DJA/OT.01.3/X/2019,tanggal 09 Oktober 2019, tentang Pelaksanaan Asesment
Surveilance dan eksternal APM Gelombang II Tahun 2019, Pengadilan Agama

Prabumulih telah melaksanakan assesment eksternal oleh tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Ditjen Badilag, didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 19
November 2019.
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1). Posbakum
Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih belum mendapat alokasi
anggaran untuk kegiatan Posbakum.

2). Sidang Keliling
Pengadilan Agama Prabumulih untuk tahun 2019 belum mendapatkan alokasi

anggaran untuk Sidang Keliling.

3). Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pengadilan Agama Prabumulih di tahun 2019 telah mendapatkan anggaran untuk
perkara Prodeo.sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah

terealisasi semuanya untuk 4 perkara.

Tabel 2.9 :Rincian Anggaran dan Realisasi BelanjaTahun 2019

2019
No Uraian

Anggaran Realisasi % Realisasi Anggaran

1 Belanja Barang ( Perkara Prodeo) 1.500.000 1.500.000 100
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Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Prabumulih, sebagai berikut:

1 | Suryadi, S.Ag., SH., MH Ketua

2 | Lukmin, S.Ag., M.E Wakil Ketua

3 | Dwi Husna Sari, SHI Hakim

4 | Nahwa, SH Panitera

5 | Muhammad Firdaus, S.Kom Sekretaris

6 | Al Mu’allif, S.Ag Panitera Muda Permohonan
7 | Hafisi, SH Panitera Muda Gugatan

8 | Septi Emilia, SHI Panitera Muda Hukum

9 | Maryanto, S.Kom Kasubbag Umum dan Keuangan
10 | Maharani, S.Kom., M.Si Kasubbag PTIP

11 | Dodi Ramadhanus, ST Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
12 | Rizki Amelia, SE., SH Panitera Pengganti

13 | Nurlinda Sari, SE Jurusita

14 | Chusnul Chasanah, SHI Calon Hakim

15 | Alfina Rahil Ashidiqi, SHI Calon Hakim

16 | Fighan Hakim, SHI Calon Hakim

17 | Muhammad Zhamir Islami, SHI Calon Hakim

18 | Arif Mahfuz, S.Sy Calon Hakim

19 | Desi Kuskiki, SH CPNS

20 | Berlau Jaken, SE CPNS

21 | Silvy Monica, A.Md CPNS
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pegawai honorer pada Pengadilan Agama Prabumulih sebanyak 4 (empat) orang, terdiri

dari:

a. Pegawai honorer pramubhakti sebanyak 2orang.
b. Pegawai honorer satpam sebanyak 1orang.

c. Pegawai honorer sopir sebanyak 1orang.

- SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Prabumulih menurut pangkat/golongan,

sebagai berikut :
1. Pembina Tk. I IVb 1
2. Penata Tk. I 1rd 5
3. Penata IIc 6
4. Pembina IVa -
5. Penata Muda Il a 8
6. Pengatur IIc 1

- SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keadaan pegawai Pengadilan AgamaPrabumulih menurut jenjang pendidikan :

1 [S3 -

2 |S.2 3 orang
3 |S.1 17 orang
4 |DII 1 orang

5 | SMA / Madrasah Aliyah -

6 | SMP / Madrasah Tsanawiyah -

7 | SD / Madrasah Ibtidaiyah -
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Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih tidak ada mutase tempat tugas

(pegawai yang dimutasi keluar atau masuk).

2). Promosi
Dalam hal promosi jabatan Tahun 2019, pegawai yang di promosi masuk ke
Pengadilan Agama Prabumulih sebanyak 2 (dua) orang, pegawai yang di promosi

keluar sebanyak 1 (satu) orang.

Pegawai yang di promosi masuk ke Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019:

Suryadi, S.Ag., SH., MH Wakil Ketua PA Ketua 22/05/2019 25/04/2019
Sekayu
Rizki Amelia, SE., SH Staf Umum dan Panitera
e At Keuangan PA | Pengganti | 28/07/2019 | 27/05/2019
Palembang

Pegawai yang di promosi keluar Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019 :

JABATAN
No | NAMA PEGAWAI LAMA BARU T™MT TGL SK
Muhammad Fahly ST Asils;en 18/09/2019 | 25/04/2019
|| Ase, SHL, M.Sy Prabumulih Hakim
gung

Kenaikan pangkat Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) pegawai.

Promosi Kenaikan Pangkat tahun 2019 :

Pangkat Tanggal
NAMA PEGAWAI ) SK Periode

Dod1 Ramadhanus, ST 1I/b Il/e 04/03/2019  01/04/2019
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Kenaikan gaji berkala sebanyak 14 (empat belas) pegawai.

Kenaikan Gaji Berkala tahun 2019 :

No NAMA PEGAWAI TMT Tanggal SK
Lukmin, S.Ag., M.E 01/02/2019 04/01/2019
Muhammad Firdaus, S.Kom 01/04/2019 26/02/2019
Maharani, S.Kom., M.Si 01/04/2019 26/02/2019
Maryanto, S.Kom 01/04/2019 26/02/2019
Dodi Ramadhanus, ST 01/01/2019 20/12/2018
Hafisi, SH 01/03/2019 31/01/2019
Al Mu’allif, S.Ag 01/03/2019 31/01/2019

Septi Emilia, SHI

01/12/2019 30/10/2019

Nurlinda Sari, SE 19/08/2019 02/01/2018

U Alfina Rahil Ashidig, SHI 01/12/2019 30/10/2019

1 Muhammad Zhamir Islami, 01/12/2019 30/10/2019
SHI

1 Arif Mahfuz, S.Sy 01/12/2019 30/10/2019

Fighan Hakim, SHI 01/12/2019 30/10/2019

4 Chusnul Chasanah, SHI 01/12/2019 30/10/2019
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3). Pensiun

Prabumulih yang memasuki usia pensiun.

2019

Pada Tahun 2019 tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama

4). Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Diklat teknis dan non teknis yang diikuti pegawai Pengadilan Agama
Prabumulih tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO NAMA/ WAKTU DIKLAT PESERTA
A. DIKLAT TEKNIS
1 Diskusi Teknis Yustisial di PTA Palembang Muhammad Fadhly Ase,
SHI., M.Sy; Lukmin, S.Ag;
26 April 2019 . .
Dwi Husna Sari, SHI;
Nahwa, SH; Al Muallif,
S.Ag; Hafisi, SH; Septi
Emilia, SHI
2 Diskusi Teknis Yustisial di Palembang Suryadi, S.Ag., SH., MH;
Lukmin, S.Ag; Dwi Husna
30 Agustus 2019
Blistus Sari, SHI; Nahwa, SH; Al
Muallif, S.Ag; Hafisi, SH;
Septi Emilia, SHI; Nurlinda
Sari, SE
3 DIT(HSI Teknis VlV11ayah Huk(;lm Banglliil Suryadi, S.Ag., SH., MH;
Belitung, Sumsel, Lampung dan Bengkulu WG, ST R sl
12-13 September 2019 Firdaus, S.Kom
Sosialisasi 9 (sembilan) Aplikasi Inovasi Nahwa, SH; Dodi
Ramadhanus, ST;
4 1 1) )
Pelayanan Peradilan Agama Maharani, S.Kom., M.Si:
Nurlinda Sari
14 - 15 November 2019
Diskusi Teknis Yustisial di Palembang Suryadi, S.Ag., SH., MH;
Lukmin, S.Ag; Dwi Husna
20 D ber 2019
J esermber Sari, SHI; Nahwa, SH; Al
Muallif, S.Ag; Hafisi, SH;
Septi Emilia, SHI; Nurlinda
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NO NAMA/ WAKTU DIKLAT

PESERTA

B. NON TEKNIS

Diklat Kepemimpinan Tk. IV di Balai Diklat

Keagamaan Padang

29 Januari — 12 Februari 2019

Muhammad Firdaus, S.Kom

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Dirjen Perbendaharaan dan aturan-
2 | aturan terkait Pelaksanaan APBN

21 Maret 2019

Maharani, S.Kom., M.Si

Sosialisasi SAKTI Tahap I

3 25 April 2019

Mabharani, S.Kom., M.Si

Pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Reviu
Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI
atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
Tahun 2017-2018

26 s.d. 28 Juni 2019

Muhammad Firdaus, S.Kom

dan Silvy Monica, A.Md

Bimtek Aplikasi Terdampak Implementasi
Kartu Kredit Pemerintah

5 | 26 Juni 2019

Mabharani, S.Kom., M.Si

Pelatihan Dasar CPNS Gol. III di BPSDM

Provinsi Sumatera Selatan

15 Juli — 12 September 2019

Berlau Jaken, SE dan Desi
Kuskiki, SH

Mentor untuk Seminar Rancangan Aktualisasi
Peserta Diklat Latsar CPNS Gol. III di
7| BPSDM Provinsi Sumatera Selatan

02 Agustus 2019

Suryadi, S.Ag., SH., MH

Sosialisasi Telaah Penyusunan Laporan
Keuangan (LK) UAKPA TA 2019

18 Juni 2019

Maharani, S.Kom., M.Si
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Pelatihan Dasar CPNS Gol. II di BPSDM
Lubuklinggau

19 Agustus — 16 Oktober 2019

Silvy Monica, A.Md

10

Mentor untuk Seminar Rancangan Aktualisasi
Peserta Diklat Latsar CPNS Gol. III di
BPSDM Provinsi Sumatera Selatan

26 Agustus 2019

Lukmin, S.Ag., M.E

11

Mentor untuk Seminar Rancangan Aktualisasi
Peserta Diklat Latsar CPNS Gol. III di

BPSDM Provinsi Sumatera Selatan

16 September 2019

Suryadi, S.Ag., SH., MH

12

Rapat Evaluasi atas Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Triwulan II Tahun 2019

11 September 2019

Maharani, S.Kom., M.Si

13

Pelatihan SAKTI Modul Admin dan Modul
Penganggaran Tahun 2019

18 September 2019

Mabharani, S.Kom., M.Si dan
Silvy Monica, A.Md

14

Seminar Evaluasi Aktualisasi di BPSDM
Lubuklinggau

14 — 18 Oktober 2019

Silvy Monica, A.Md

15

Sosialisasi SAKTI Web Triwulan IV TA 2019
di KPPN Palembang

05 November 2019

Mabharani, S.Kom., M.Si

16

Kegiatan Monev dan Asistensi Penyusunan

Laporan Keuangan MA RI di PT Palembang

20 - 22 November 2019

Maharani, S.Kom., M.Si dan
Silvy Monica, A.Md
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BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA &
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA diPengadilan
Agama Prabumulih dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4
(empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan
program peningkatan manajemen peradilan agama berupa biaya prodeo,

sebagaimana berikut:

1. Belanja Pegawai
Secara keseluruhan, anggaran belanja pegawai tahun 2019 berjumlah
Rp.1.741.152.000,-(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima
puluh dua riburupiah).

Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan
dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2019
secara keseluruhan berjumlah Rp.1.741.125.474,-(satu milyar tujuh ratus
empat satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat

rupiah).

Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp.26.526,- (dua
puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), dengan presentase

sebesar 100,00%.

2. Belanja Barang
Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2019 di
Pengadilan Agama Prabumulih berjumlah Rp.438.450.000,- (empat ratus

tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung
sampai dengan Desember 2019 secara keseluruhan berjumlah
Rp.437.494.265,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan

uluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
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Sisa anggaran belanja barang terhitung sampai dengan Desember 2019
berjumlah Rp.955.735,-(Sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga

puluh lima rupiah), dengan persentase sebesar 99,78%.

. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan
pengeluaran untuk pengadaan/ memperoleh tanah/ peralatan, mesin/
gedung, dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya meliputi
biaya pembelian/ kontruksi/ perolehan dan biaya-biaya lainnya yang

dikeluarkan.

Secara keseluruhan anggaran belanja modal tahun 2019 di
Pengadilan Agama Prabumulih berjumlah Rp. 423.500.000,- (empat ratus

dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung
sampai dengan Desember 2018 secara keseluruhan berjumlah
Rp.422.800.000,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

dengan persentase sebesar 99,83%.

Sisa anggaran belanja modal terhitung sampai dengan Desember

2019 berjumlah Rp. 700.000,- (tujuhratusribu rupiah),

. Biaya Program Peningkatan Manajemen PeradilanAgama

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Prabumulih
mendapatkan anggaran peningkatan manajemen peradilan agama sebesar
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berupa biaya perkara

prodeo.

Realisasi anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama

pada Pengadilan Agama Prabumulih terhitung sampai Desember 2019

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).




Sisa anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama

Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019 berjumlah Rp. 0,- (nol

rupiah), dengan persentase sebesar 100%

Realisasi Anggaran Belanja (401949) sebagai berikut:

REALISASI SISA
No. URAIAN PAGU DIPA

(Rp) % |ANGGARAN
1 |Belanja Gaji Pokok PNS 798.712.000 798.711.940| 100,00 60
2 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.000 10.512 80,86 2.488
3 |Belanja Tunj. Suami/istri PNS 58.832.000 58.831.998| 100,00 2
4 | Belanja Tunj. Anak PNS 16.108.000 16.107.137| 99,99 863
5 |Belanja Tunj. Struktural PNS 30.540.000 30.540.000{ 100,00 0
6 |Belanja Tunj. Fungsional PNS 561.905.000 561.905.000| 100,00 0
7 |Belanja Tunj. PPH PNS 63.659.000 63.658.792| 100,00 208
8 |Belanja Tunj. Beras PNS 40.845.000 40.844.880| 100,00 120
9 |Belanja Uang Makan PNS 152.833.000 152.808.000( 99,98 25.000
10 |Belanja Tunj. Umum PNS 17.705.000 17.705.000| 100,00 0
11 |Belanja Keperluan Perkantoran 179.875.000 179.035.000 99,53 840.000
12 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 280,000 280.000 100,00 0
13 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 47.160.000 47.160.000| 100,00 0
Sl e e 7.200.000 7.200.000] 100,00 0
15 |Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 32.030.000 32.029.250| 100,00 750
16 |Belanja Langganan Listrik 22.569.000 22.549.384 99,91 19.616
18 |Belanja Langganan Telepon 12.480.000 12.385.318| 99,24 94.682
19 |Belanja Langganan Air 5.950.000 5.950.000| 100,00 0
20 |Belanja Sewa Rumah Dinas 32.000.000 32.000.000{ 100,00 0




21 |Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

44.000.000 43.999.400| 100,00 600

22 |Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.156.000 33.155.913| 100,00 87
23 | Belanja Perjalanan Dinas 21.750.000 21.750.000| 100,00 0
st Belanja Modal Peralatan dan Mesin 423.500.000|  422.800.000| 99,83 700.000
Z TOTAL 2.603.102.000 2.601.419.739| 99,94 1.682.261

Sedangkan realisasi anggaran belanja (403412) sebagai berikut:

REALISASI SISA
No. URAIAN PAGU DIPA ANGGARAN
(Rp) %
Belanja Barang Non
0
biaya perkara)
TOTAL 1.500.000 1.500.000 100,00 0

- Pengelolaan Keuangan Perkara

Berdasarkan PERMA No.l Tahun 2019, sebagai penyempurnaan dari PERMA
No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik,
Dirjen Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
0424/DJA/HM.00/11/2019, Tanggal 11  Februari 2019, mengenai  Penerapan
Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada

Pengadilan Agama.

Tanggal 15 Juli 2019, Dirjen Badilag kembali mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji coba 9 (sembilan) Aplikasi Inovasi
Pelayanan Peradilan Agama, yang diantaranya adalah aplikasi e-Keuangan.
Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-Keuangan perkara) merupakan
salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk
mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern.

Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat
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semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara.

Pengadilan Agama Prabumulih langsung merespon surat tersebut. Setelah
diimplementasikan, aplikasi e-Keuangan terbukti sangat membantu dalam kegiatan
pencatatan keuangan perkara, sebagai kontrol/kendali validasi data keuangan perkara
dan sebagai sarana pelaporan keuangan perkara. Contohnya, dalam e-Keuangan tidak
perlu lagi mencatat secara manual Buku Induk Keuangan Perkara (BIKP), karena
otomatis dapat langsung mencetak BIKP, BKU, Buku-buku Bantu, Berita Acara
Pemeriksaan Kas, sampai ke pembuatan Laporan Keuangan Perkara (LIPA-7) Tahun

2019 secara elektronik, sehingga dapat meminimalisir kesalahan laporan.

LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPA7
PERIODE 01/01/2019 $/D 31/12/201%
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Ne Urclan Penermoon (Rp) Pengeluaran (Rp)
1 2 3 4
1 Saldo Awal 13.735.000
2 Penerfmaan 331.§33.000
3 Bioya Pemberkasan / ATK 21.550.000
4 Blaya Pangghian 145.250.000
5 Biaya Peneremah o
é Bioya Pemberitahuan 37.981.000
7 Bioya Sita o
a8 Bioya Pemerksoan Setempat 3.960.000
9 Biaya Sumpah i}
[+] Kirim Biaya Parkara 2.022.000
1 Materal 2.580.000
12 PMBP
- Boya Pendottaran 12.570.000
- Biaya Redaksi 3.755.000
= Blaya Penyampaolan Reloas B.580.000
13 Pelaksonaan Eksedursl a
14 Pengembakan Sisc Panjar §3.119.000
Jumnbah 345.668.000 331.767.000
Salda Akhir 13.901.000
Saldo Bank 12,843,000
Salkdo Tunal 1.038.000

Jumiah 345.668.000 345.668.000
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B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana/Prasarana Gedung

Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Agama Prabumulih sebagai berikut:

Ruang Ketua 1

72 Ruang Wakil Ketua 1

5

7

8

9
Il Ruang Panmud Permohonan -

11
12
13
14
15

Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti -

17
18

Ruang Hakim 1

Ruang Panitera 1

Ruang Sekretaris 1

Ruang Sidang 1

Ruang Kepaniteraan 1

Ruang Kesekretariatan 1

Ruang Panmud Hukum -

Ruang Panmud Gugatan -

Ruang Kasubag Perencanaan, TI
danPelaporan

Ruang Kasubag Umum
dan Keuangan

Ruang Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana

Ruang Panitera Pengganti -

Ruang Rapat -

Ruang Kasir -
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Ruang Mediasi 1

Ruang Posbakum -

Ruang Pendaftaran -

Ruang Meja Informasi -

Ruang Arsip -

Ruang Server -

Ruang Perpustakaan =
Ruang Laktasi =
Smoking Area 1
Ruang Bendahara 1
Gudang 1
Toilet Pria 1
Toilet Wanita 1
Pos Satpam -

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Prabumulih sebagai berikut:

I PC Unit 9
72| Laptop 6
)| Note Book =
Infokus -
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PABX -
n Pesawat Telepon 1
7- | Mesin Fotokopi 1
G AC 6

) Faksimili -

Genset =
Scanner -
Mesin Fotocopy 1
Brankas =
I8 Alat Penghancur kertas -
151 Mesin Absensi 1
I Meja Kerja Kayu 12
Meja Rapat -
Ik UPS 4
I8 Printer 6

2 )8 Serial Printer

Server 2
Router 1
2kIY Peralatan Jaringan Lainnya 1
28 Sice -
751 Mesin penghisap debu

Amplifier -
20 Loudspeaker 1

2k38 Sound system -

21
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Wireless 1
Microphone 1
White Board 2

Dispenser 2

Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Prabumulih sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Roda 4

2019

Minibus Toyota
Rush
BG 1184 CZ

I Jenis Kendaraan Roda2

Yamaha Xerox 2019 v
BG 5916 CZ

Yamaha Xerox 2019 \%
BG 5917 CZ
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Rumah Dinas

Rumah Dinas Pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih sebagai berikut:

0 Tidak ada

Rumah dinas Hakim

Rumah dinas 0 Tidak ada
Panitera

Rumah dinas 0 Tidak ada
Sekretaris

1 Rumah dinas Ketua 0 Tidak ada

5 | Rumah dinas Wakil 0 Tidak ada
Ketua

3

4

5

[y
.

Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung sementara kantor Pengadilan Agama Prabumulih terletak di wilayah
Pemerintahan Kota Prabumulih, di JI. Jend. Sudirman, Kelurahan Patih Galung,
Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih yang berada diatas tanah dengan

status Hak Pinjam Pakai dengan luas tanah 500 m?.

a. Pengadaan
Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih tidak dialokasikan

belanja modal untuk sarana dan prasarana Gedung.

b. Pemeliharaan
Pemeliharaan Kantor Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2019 berupa
pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi pemeliharaan gedung kantor
dan halaman kantor, pemeliharaan jaringan (telepon, listrik dan internet), dan

pagar gedung kantor mendapat anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh

empat juta rupiah), dengan realisasi sebesar 100%:
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Perawatan Gedung dan Rp.43.999.400,- 100%
1 Bangunan

c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan pada tahun 2019 di
Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Sarana dan Prasarana FasilitasGedung
a. Pengadaan
Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama
Prabumulih tahun 2019 terdapat belanja modal peralatan dan mesin, sebesar Rp

423.500.000,-

b. Pemeliharaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun
anggaran 2019 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan
kendaraan roda 4 dan roda 2, perawatan PC, laptop, printer, AC, dan inventaris
lainnya senilai Rp. 33.156.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu

rupiah).

| Pemeliharaan Peralatan dan Rp. 33.155.913,- 100%
Mesin

c¢. Penghapusan

Tidak ada penghapusan Barang Milik Negara baru pada tahun 2019 di

Pengadilan Agama Prabumulih.
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C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib,
modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh
pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual
(konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal
ini dikarenakan harus adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan
akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data

yang akurat, lengkap dan mutakhir.

1). Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Agama

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di
Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung,
terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar
uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan
persidangan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Perma nomor 3 tahun
2018, maka ditunjuklah beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan e-
court. Akan tetapi pada kenyataannya, hampir semua lembaga peradilan di bawah
Mahkamah Agung sudah mulai mengimplementasikan proses beracara melalui
sistem elektronik tersebut, salah satu diantaranya adalah Pengadilan Agama
Prabumulih.

Pengadilan Agama Prabumulih baru diresmikan operasionalnya pada tanggal
22 Oktober 2018, bukan menjadi alasan untuk tidak turut mengambil bagian dalam
mendukung program unggulan Mahkamah Agung tersebut demi terciptanya

pelayanan di bidang hukum yang prima.

Sistem e-court Pengadilan Agama Prabumulih memungkinkan Penggugat
Pemohon melakukan permohonan atau gugatan di seluruh Indonesia secara
elektronik, tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga
jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan
dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya

internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki

pengadilan tersebut.
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Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan
menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili
elektronik, termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak

ada yang bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda.

Adapun perkara yang diterima dan dan diproses secara e-court pada Tahun

2019, sebanyak 12 (perkara) perkara, 9 (sembilan) diantaranya telah di putus.

Berikut adalah peta e-court, dan tabel perkara terdaftar e-court di Pengadilan

Agama Prabumulih :

e Kede & Targgnl Foegamar Statis Pervisaparan St Porvdaltarsn Ll Pagar Paikacs Nerniar Dikara & Tangge Perdaltsrsn

P M | 20 1355
18 Bleserrioer 3018

Tl A 200108

1ok PIMA-DRIDY G
8 g 3018

A PRM-DEZDTNGI.
21 AU X110

P PRM-T20130HT
ERE]

A PRI 1)

T A DEI01HELAE

E‘ > CO U I't Hame Tentang e-Court Layanan Partner

Thee Bertronics Justios System

i

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
Indonesia

Pendzitaran (dibayark - 12 Perkara
Berhasii Nomor Perkara . 12 Perkara
Periara Gugatan - 13 Perkara

Fariara Gogatan Sedamana 0 Perkara
Fermohanan | O Perkara




__ LAPORAN_T_AHUN.A.N_2.0.1=9___..__ S—

PENGADICANAGANATRRABUNULIH

2). Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Prabumulih telah dilaksanakan sejak
tahun 2018 sampai sekarang, dengan update yang terbaru yaitu SIPP versi 3.3.0-1
yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran
oleh petugas Meja I sampai dengan minutasi oleh petugas meja Il diterapkan oleh
masing-masing user dalam pengisian datanya.

Selama tahun 2019 seluruh user di Pengadilan Agama Prabumulih sudah bisa
menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkaranya dan data perkara
yang sudah masuk di SIPP persentasenya pada akhir tahun 2019 (31 Desember
2019) prosentase penanganan perkara mencapai angka 95,98%, hasil tersebut
berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh pimpinan

Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh stakeholdernya.

Berkaitan dengan publikasi putusan, selama tahun 2018 — 2019, Pengadilan
Agama Prabumulih telah menyelesaikan 430 perkara. Dari 430 perkara ini,
semuanya telah di publish pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Hingga
pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih mengukir prestasi, sebagai
peringkat pertama upload putusan terbanyak se-wilayah PTA Palembang.

Dalam penerapannya, seluruh PC (Personal Computer) dan Laptop
(Notebook) yang dimiliki Pengadilan Agama Prabumulih sudah terkoneksi
langsung dengan SIPP di PC Server yang sangat membantu mempercepat proses
administrasi perkara sehingga penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat
dan dokumen-dokumen perkara dapat dilakukan dengan mudah. Adapun

pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi tersebut antara lain:

1. Membantu petugas Meja 1 (satu) dalam penginputan permohonan/gugatan,
SKUM dan yang berkaitan dengan jenis suratkuasa.

2. Membantu petugas Meja 2 (dua), Meja 3 (tiga), Hakim dan Jurusita dalam
pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS, Relaas, Pemberitahuan, Surat

Pengantar dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam

pembuatan dan pencetakan Berita Acara Persidangan, Putusan, Penetapan, AC




SIPP Pengadilan Agama Prabumulih per 31 Desember 2019 :

@! Sistem Informasi Penelusuran Perkara
S BENGADILAN AGANA PRABUMULH

ot Tme + 0/84/4 Sac | Mamory Avsinnier 1380 Memany Uaage - 1 98
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BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2018
tanggal 24 Oktober 2018, perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan
Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat
Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor W6-
A12/271.a/0T.01.3/V1/2019 perihal Struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada
Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019.

Selanjutnyaberdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:
4733/DJA/OT.01.3/X/2019,tanggal 09 Oktober 2019, tentang Pelaksanaan Asesment
Surveilance dan eksternal APM Gelombang II Tahun 2019, Pengadilan Agama
Prabumulih telah melaksanakan assesment eksternal oleh tim Akreditasi Penjaminan
Mutu Ditjen Badilag, didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 19
November 2019.

Berikut adalah foto Assessment Eksternal oleh Tim APM Ditjen Badilag:
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B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan
Mahkamah Agung RI di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan
sejak Tahun 2017 di beberapa peradilan. Dalam perkembangannya, program tersebut

dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan,
pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga
penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri
ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan

dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung RI
dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat
terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP
yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP,
diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi
dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan
yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada

hal hal yang bersifat koruptif.

Pengadilan Agama Prabumulih sejak pertama kali beroperasional tanggal 1
November 2018, telah mengimplementasikan PTSP dalam melayani pihak berperkara
ataupun yang bukan berperkara. Para petugas PTSP selalu siap siaga dalam merespon
setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja,

dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front

office maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang

solid untuk menyukseskan PTSP ini.
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Lokasi FTEF

1Z Desain FTSF

TZ Tulizan FTEF

2019

Berikut adalah foto eviden PTSP Pengadilan Agama Prabumulih :
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C. Inovasi Pelayanan Publik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan

percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Prabumulih, serta
peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama Prabumulih, maka perlu adanya

inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut adalah inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan

Agama Prabumulih :
Aplikasi e-SKT (Surat Keputusan dan Surat Tugas Elektronik)

Aplikasi ini dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Prabumulih dalam rangka

membantu staf kepegawaian pada saat membuat Surat Tugas daN Surat Keputusan.
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BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah
satu fungsi organik manajemen. Secara efis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah
mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan
suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar
suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan

peruntukannya (doelmatig).

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan
merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar
tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan
rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama
Prabumulih dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar
pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang
berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta

menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian  Pengawasan di  lingkungan  Peradilan = mempunyai
landasanyang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang
harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar  organisasi  berjalan dan
berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2

(dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

A. Internal
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan

Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
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bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yangberlaku.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Prabumulih secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga
yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta
neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi
yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan

secara ekonomis, efisien, dan efektif).

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan
yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat
peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi,
dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar

tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan
yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan

penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk
pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis
hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan

tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat
pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi

prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian

perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.
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Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib,

persuratan, tertib perkantoran.

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan
tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya

visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai

pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

1. PengawasanMelekat
Di dalam pengawasan melekat bersifat sebagai pengendalian yang terus
menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar
tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan memenuhi Ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor 035/KS/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin
Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dengan
Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan
Pengawasan Melekat di Pengadilan Agama Prabumulih, yakni pengawasan yang
dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, baik dari segi
disiplin masuk dan pulang kerja maupun kinerja bawahan setiap hari, setiap
pejabat mempunyai buku catatan penilaian pekerjaan untuk dijadikan bahan
evaluasi bagi pejabat tersebut dalam menilai kinerja personil yang berada di
bawahnya. Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan

Agama Prabumulih telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang

bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan
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bidang tugas masing—masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Prabumulih, Nomor W9-A12/275/0T.1.1/V1/2019, tanggal 10 Juni 2019
tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan  Agama

Prabumulih.

a. Lukmin, S.Ag., M.E. sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai
Koordinator Pengawasan, mengkoordinir laporan Hakim Pengawas Bidang,
mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan, membuat rekapitulasi hasil
pengawasan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan
Agama Palembang

b. Dwi Husna Sari, SHI mempunyai tugas sebagai:

- Pengawas Kepaniteraan/Administrasi Perkara, meliputi:
1. Administrasi persidangan dan register perkara
2. Keuangan perkara, pelaporan perkara, minutasi dan arsip
3. Kinerja pelayanan publik dan implementasi SIPP
- Pengawas Kesekretariatan/Administrasi Umum, meliputi:
1. Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan
2. Kepegawaian, organisasi, tata laksana dan meja informasi
3. Inventaris Barang Milik Negara, Keuangan dan Website
4. Surat menyurat, arsip dan perpustakaan
5

. Sarana dan prasarana.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun, namun
juga bisa dilakukan setiap bulan agar pengawasan lebih baik, dan hasil temuan
tidak terlalu banyak yang hasil temuan-temuan dari pengawasan dilaporkan kepada
pimpinan melalui Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan

dan temuan tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh masing- masing pejabat

sesuai dengan masing-masing bidang tugasnya.
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2. Pengawasan Fungsional
Istilah pengawasan fungsionaldigunakan secararesmiuntuk pertama kalinya
dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap
sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, pada Pedoman Umum angka 1
huruf ¢ adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional,
baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar sesuai dengan rencana

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Prabumulih dalam
melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama
Palembang selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang
dilakukan dua kali dalam setahun dan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 4-5
September 2018, dan hasil temuan dari pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti

oleh Pengadilan Agama Prabumulih.

3. Pengawasan Rutin
Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap
masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim
Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama
maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas sebagai upaya
meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint

sehingga baik kedatangan maupun pulangnya pegawai bisa dilihat dari hasil cetak

(print-out) setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor
071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor35/SK/IX/2008.
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4. Pengaduan
Sejak awal beroperasional tanggal 01 November 2018, Pengadilan Agama
Prabumulih telah membuka meja pengaduan sesuai dengan KMA Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011. Oleh karena keterbatasan sarana dan
sumber daya manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan meja

informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama.

Selain meja pengaduan tersebut, untuk mengakses setiap keluhan masyarakat
terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Prabumulih telah disediakan pengaduan
berupa (1) kotak pengaduan/saran, (2) SMS Nomor 0813-67238960, (3) email ke

pa.prabumulih@gmail.com maupun melalui website www.pa-prabumulih.go.id.

Pada tahun 2019, tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama

Prabumulih.

B. Evaluasi

Bahwa Pengadilan Agama Prabumulih selalu berusaha melakukan yang lebih
baik sehingga evaluasi terhadap fungsi pengadilan terus dilakukan. Dalam
pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Prabumulih, ada dua bidang yaitu
bidang kepaniteraan yaitu administrasi peradilan, kemudian bidang kesekretariatan
yaitu administrasi umum, dua hal tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Bidang
administrasi peradilan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan, sedangkan bidang kesekretariatan membantu dan mendukung
terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam dua
bidang tersebut diatas perlu kami sampaikan yang terkait dengan evaluasinya

sebagai berikut :

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan):

a. Bahwa evaluasi bidang Kepaniteraan (administrasi peradilan) langkah yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama Prabumulih yaitu diadakannya
pembinaan SDM dengan mengadakan rapat-rapat seperti rapat dengan para
hakim, rapat dengan para Panitera Pengganti, rapat dengan Jurusita/Juru Sita
Pengganti dan petugas Kepaniteraan.

b. Diadakan rapat koordinasi dengan seluruh karyawan/karyawati minimal 1

(satu) kali dalam sebulan.
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c. Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

d. Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum):

a. Bahwa evaluasi bidang Kesekretariatan (administrasi umum) langkah-
langkah yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para
Kasubbag, petugas operator SIMAK BMN dan operator SAKPA serta rapat-
rapat dengan petugas kebersihan dan satpam yang dilaksanakan sesuai
dengan keadaan.

b. Rapat koordinasi rutin dengan seluruh pegawai Pengadilan Agama
Prabumulih minimal 1 (satu) bulan sekali.

c. Pengawasan dan pembinaan dari hakim pengawas bidang dan Pengadilan
Tinggi AgamaPalembang.

d. Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI..

e. Evaluasi program kerja pada setiap tahunnya.

Dari beberapa hal tersebut diatas, dibahas berbagai permasalahan dan setelah
di identifikasi kendala-kendala yang menghambat, maka Pengadilan Agama
Prabumulih mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk
selanjutnya melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga segala sesuatunya

yang mendukung tugas dan fungsi peradilan agama kedepannya dapat berjalan

lancar.
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BAB VIl PENUTUP

A. Kesimpulan

L

Penyelesaian perkara tahun 2019 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan
berhasil dengan baik, sisa dari tahun 2018 sebanyak 25 perkara, ditambah yang
diterima pada tahun 2019 sebanyak 423 perkara, sehingga jumlah perkara yang
ditangani pada tahun 2019 sebanyak 448 perkara, dan telah berhasil diselesaikan
sebanyak 430 perkara (95,98%), sisanya sebanyak 18 perkara (4,02%).
Dibandingkan dengan tahun lalu pada tahun 2018 perkara yang diterima sejumlah
40 perkara.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib
sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-
kesalahan kecil yang perludiperbaiki/disempurnakan.

SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan
untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan
kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Prabumulih
dengan menggunakan versi 3.3.0-1 (update terbaru). Per 31 Desember 2019
persentase implementasinya diangka 95,98%.

Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung
RI dalam hal penerapan e-court dalam penerimaan dan proses persidangan secara
elektronik, sebanyak 12 perkara telah berjalan persidangannya. Di tahun 2019 ini
juga Pengadilan Agama Prabumulih telah menggunakan fasilitas virtual account
untuk pembayaran biaya Kasasi.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang
administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun
administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIKEP, SIMARI dan SAPK.
Bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan: SAIBA, SAS, E-Rekon.

Bagian Perencanaan memakai sistem aplikasi RKA-KL, E-Monev Smart DjA dan
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E-Monev Bappenas. Bagian umum yakni system aplikasi SIPERMARI, SIMAN
dan SIMAK-BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman
pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

7. Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan
volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.

8 Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih
tahun 2019 berhasil dengan baik.

9. Pengelolaan kenaikan pangkat, mutasi dan gaji berkala berdasarkan tanggal SK dan
periode telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tidak terjadi keterlambatan.

10. Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial masih belum sesuai.

B. Rekomendasi

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dimohon dalam mutasi baik Hakim,
Panitera Pengganti maupun Jurusita/Jurusita Pengganti agar jumlahnya
dipertahankan, antara yang mutasi keluar dengan mutasi masuk seimbang. Begitu
pula SDM non teknis diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum
untuk ditempatkan di bidang administrasi umum/kesekretariatan.

2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dimohon mengupayakan peningkatan
anggaran rutin dan belanja modal khususnya perangkat teknologi informasi
untuk mendukung program perioritas seperti e-court, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dan penyelesaian tugas lainnya sesuai bidangnya masing- masing,
serta mendapatkan belanja modal pembangunan gedung kantorr Pengadilan
Agama Prabumulih

3. Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus-
menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang
profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan
berakhlaq mulia).

4. Selanjutnya kepada seluruh pejabat fungsional dan struktural, disarankan lebih

meningkatkan disiplin, loyalitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya

masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas.




EFARORANETAHUNAN 2019
PENGADICANAGANATRRABUNULIH

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
www.pa-prabumulih.go.id




